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ABSTRAK 
 

 

Judul Skripsi      :  Relasi Negara dan Masyarakat dalam Politik Agraria (Studi 

Kasus Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kecamatan Bungah 

Kabupaten Gresik) 

Kata Kunci        : Agraria, Alih Fungsi, Lahan, Pangan, dan Relasi. 

 

Skripsi ini membahas tentang relasi negara dan masyarakat dalam politik 

agraria. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang 

menghasilkan deskripsi mengenai: Pertama, problem peruntukan lahan pertanian 

di Kecamatan Bungah. Kedua, bentuk hegemoni negara dalam politik agraria di 

Kecamatan Bungah. Ketiga, relasi negara dan masyarakat dalam politik agraria di 

Kecamatan Bungah.   

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Oleh karena 

itu untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan data dan informasi 

yang obyektif melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pemilihan 

informan dilakukan dengan cara purpossive sampling, yaitu pengambilan 

informan dilakukan secara sengaja berdasarkan kapasitas dan kapabilitas dalam 

artian benar-benar paham di bidangnya. Selanjutnya untuk menganalisa data 

dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data 

serta menarik kesimpulan secara terus menerus untuk menguji keabsahan data 

penelitian. 

Hasil penelitian ini adalah: Pertama, problem peruntukan lahan yang ada 

di Kecamatan Bungah terjadi karena banyaknya alih fungsi lahan dari sektor 

pertanian menjadi sektor industri yang dipicu oleh pembangunan pelabuhan 

internasional. Kedua, Alih fungsi lahan tersebut adalah bentuk hegemoni negara 

dalam bentuk persuasif dengan cara membuat kebijakan yang berkaitan dengan 

politik agraria, misalnya dengan kebijakan kenaikan pajak tanah. Ketiga, relasi 

antara negara dan masyarakat kurang terjalin dengan baik dalam mempertahankan 

proporsi lahan pertanian dan membuat kemandirian pangan ditingkat lokal tidak 

dapat tercipta.  

 




